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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3◦16’46’’ sampai dengan 

3◦22’54’’ lintang selatan dan 114◦31’40’’ sampai dengan 114◦39’55’’ bujur timur. 

Berada pada ketinggian rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut. Kota 

Banjarmasin terletak di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan 

dengan sebelah utara Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur Kabupaten Banjar, 

sebelah barat Kabupaten Barito Kuala, dan sebelah selatan Kabupaten Banjar.  

Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98.46 Km2 atau 0.26 persen dari luas 

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan keputusan wali kota 

Banjarmasin nomor 93 tahun 2000 tentang penataan daerah Kota Banjarmasin dan 

pembentukan Kecamatan Banjarmasin Tengah, kemudian dikuatkan dengan 

peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 2 tahun 2001  tentang penataan daerah 

Kota Banjarmasin, secara administratif Kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan 

yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin 

Tengah, dan Banjarmasin Utara. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan 

kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas dengan persentase sebesar 38.87 

persen (38.27 Km2) sementara Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah kecamatan 

dengan wilayah paling sempit dengan persentase sebesar 6.76 persen (6.66 Km2).  
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Tabel 2.1 

Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kota Banjarmasin 

          

                        Kecamatan  

Luas  Persentase  

(Km2)  (%)  

Banjarmasin Selatan  38.27  38.87  

Banjarmasin Timur  23.86  24.23  

Banjarmasin Barat  13.13  13.34  

Banjarmasin Tengah   6.66  6.76  

Banjarmasin Utara  16.54  16.80  

Kota Banjarmasin  98.46  100.0  

Sumber : Perpustakaan DPRD kota Banjarmasin. 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin  

a. Profil DPRD Kota Banjarmasin Secara Umum  

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilu, 

yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (pemilu). Dasar hukum dan 

kedudukan DPRD Kota Banjarmasin masa jabatan tahun 2014-2019 tidak 

terpisahkan dengan beberapa dasar dan landasan konstitusional yang berlaku 

hingga terbentuk dan terwadahi didalam lembaga perwakilan rakyat daerah. Pada 

tanggal 08 September 2014, berdasarkan hasil pemilu 2014 dan keputusan 

Gubernur Kalsel nomor 188.44/0470/kum/2014 tanggal 04 September 2014 

tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan 

rakyat daerah Kota Banjarmasin masa jabatan 2014-2019.  

Anggota dewan periode 2014-2019 berjumlah 45 orang, berasal dari 11 partai 

politik peserta pemilu yang berasal dari 5 daerah pemilihan, Masing-masing partai 
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politik memperoleh jumlah kursi yang berbeda. Adapun visi misinya sebagai 

berikut : 

1) Visi adalah ungkapan dan cita-cita tentang keadaan atau keberhasilan 

tertentu yang ingin diwujudkan di masa depan. Visi sekretariat DPRD Kota 

Banjarmasin adalah: “Terwujudnya sistem pendukung DPRD Kota 

Banjarmasin yang handal, efektif, efisien, dan akuntabel”.  

2) Misi merupakan upaya menjabarkan dan mengaktualisasikan visi menjadi 

nyata, lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan perkembangan 

dan kondisi kebijakan peraturan perundangan-undangan, tanggungjawab 

pokok dan kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin yang berlangsung selama 

ini.  

Adapun operasionalisasi visi sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dirumuskan 

dalam misi sekretariat DPRD Kota Banjarmasin sebagai berikut:  

1. Misi pertama: mewujudkan sistem pendukung DPRD yang handal, efektif, 

efisien, dan akuntabel;  

2. Misi kedua: mewujudkan kelancaran fasilitasi, penyelenggaraan fungsi 

legislasi DPRD secara efisien dan efektif;  

3. Misi ketiga: mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaran fungsi 

anggaran DPRD yang akuntabel, dan tepat waktu;  

4. Misi keempat: mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi 

pengawasan DPRD yang transparan dan efektif;  
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5. Misi kelima: meningkatkan pengetahuan, profesionalisme dan integritas 

untuk peningkatan kinerja.  

Visi dan misi sekretariat DPRD Kota Banjarmasin pada hakekatnya 

memberikan arah dukungan kepada lembaga DPRD dalam perwujudan 

optimalisasi kinerja anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

Oleh karena itu untuk mencapai misi tersebut, maka renstra Sekretariat DPRD 

Kota Banjarmasin diarahkan pada pencapaian tugas pokok sebagai berikut:  

b. Mewujudkan sistem pendukung DPRD yang handal, efektif, efisien, dan 

akuntabel, dengan tujuan:  

1. Terwujudnya sistem administrasi dan manajemen kesekretariatan yang 

profesional;  

2. Tercapainya tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan 

DPRD yang baik dan terpercaya;  

3. Tercapainya kinerja sekretariat DPRD dan kinerja kelembagaan DPRD 

yang optimal dalam pelaksanaan tugas sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah Kota Banjarmasin.  

c. Mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD 

secara efisien dana efektif, dengan tujuan:  
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1. Terwujudnya kelancaran fasilitasi fungsi legislasi DPRD Kota 

Banjarmasin bersama kepala daerah dalam pembentukan peraturan 

Daerah Kota Banjarmasin;  

2. Terbangunnya kapasitas kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin 

melalui fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mmbentuk Peraturan 

daerah inisiatif DPRD;  

3. Tercapainya kapasitas kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin yang 

kredibel melalui fasilitasi sekretariat DPRD dalam melaksanakan 

fungsi legislasi.  

d. Mewujudkan kelancaran fasilitasi fungsi anggaran DPRD Kota 

Banjarmasin yang akuntabel, tepat waktu, dengan tujuan:  

1. Terwujudnya kelancaran pembahasan dan penetapan RAPBD sesuai 

anggaran yang akuntabel;  

2. Terbangunnya kapasitas kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin 

Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dalam penetapan RAPBD tepat 

waktu;  

3. Tercapainya tata kelola DPRD Kota Banjarmasin yang baik dan 

terpercaya melalui fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan 

fungsi anggaran.  
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e. Mewujudkan kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap 

penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan, dengan tujuan:  

1. Terwujudnya kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD dalam 

mendukung penyelenggaraan sistem pengawasan DPRD untuk 

mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance);  

2. Tercapainya kelancaran fasilitasi sekretariat DPRD dalam mendukung 

kinerja pengawasan DPRD yang efektif dan akuntabel;  

3. Tercapainya kelancaran fasilitasi sekretariat DPRD dalam rangka 

mewujudkan tata kelola DPRD Kota Banjarmasin yang terpercaya 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan.  

f.  Fraksi-Fraksi  

Fraksi merupakan alat kelengkapan DPRD, berupa pengelompokan anggota 

DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan, 

sekurang-kurangnya empat orang anggota DPRD untuk tiap fraksi. partai politik 

yang tidak cukup membentuk satu fraksi dapat bergabung dengan partai politik 

untuk membentuk satu fraksi. Setiap anggota DPRD wajib terhimpun dalam 

fraksi-fraksi. Setiap fraksi berhak:  

1) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan 

fraksinya masing-masing;  

2) Mendapat bantuan sarana dan prasarana administratif dari sekretariat 

DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;  
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3) Memiliki tanggung jawab untuk mmberikan pertimbangan kepada 

pimpinan DPRD dan mengadakan koordinasi dalam hal-hal yang-

berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun hal-hal yang dianggap 

perlu.  

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Banjarmasin berjumlah 7 fraksi murni 

dan 2 fraksi gabungan, adapun fraksi tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.2 

dibawah ini:  

Tabel 2.2 

Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Banjarmasin 

No  Fraksi  Kursi  %  

1.  Fraksi Golongan Karya (Golkar)  8 kursi  17.8 %  

2.  Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB)  6 kursi  13.3 %  

3.  Fraksi Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)  5 kursi  11.1 %  

4.  Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP)  5 kursi  11.1 %  

5.  Fraksi Demokrat  5 kursi  11.1 %  

6.  Fraksi Amanat Nasional (PAN)  4 kursi  8.9 %  

7.  Fraksi Keadilan Sosial (PKS)  4 kursi  8.9 %  

8.  Fraksi Gerindra Bulan Bintang  4 kursi  8.9 %  

9.  Fraksi Hannas (Hanura, Nasdem)  4 kursi  8.9 %  

Jumlah                                45kursi 100%  

Sumber : perpustakaan DPRD kota Banjarmasin 

g. Komisi-Komisi  

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk 

pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Tidak hanya fraksi-fraksi, komisi 

juga wajib diikuti oleh anggota DPRD dimana penempatan anggota komisi 

diusulkan oleh setiap fraksi. Adapun komisi-komisi yang ada di DPRD Kota 

Banjarmasin berjumlah 4 (empat) komisi terdiri dari:  
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1. Komisi I (satu) membidangi pemerintahan, meliputi bidang hukum dan 

perundang-undangan, aparatur, ormas, sosial politik, ketertiban, 

kependudukan, penerangan, dan pers serta pertahanan.  

2. Komisi II (dua) membidangi ekonomi dan keuangan, meliputi bidang 

perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, 

kehutanan, pangan, koperasi, pariwisata, BUMD, dunia usaha dan 

penanaman modal.  

3. Komisi III (tiga) membidangi pembangunan, meliputi bidang pekerjaan 

umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan 

energi, perumahan, rakyat dan lingkungan hidup.  

4. Komisi IV (empat) membidangi kesejahteraan rakyat, meliputi bidang 

ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, iptek, kepemudaan dan olahraga, 

agama, budaya, sosial, peranan wanita, transmigrasi dan keluarga 

berencana (KB).  

Tugas komisi melakukan pembahasan anggaran tiap SKPD terkait 

pembahasan Raperda, pengawasan pelaksanaan pemerintahan, penyelesaian 

sengketa yang disampaikan pemkot atau masyarakat, menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melakukan kunjungan kerja 

sesuai dengan persetujuan pimpinan DPRD, mengadakan rapat kerja dengar 

pendapat, mengajukan usul sesuai dengan tugas komisinya serta memberikan 

laporan tertulis kepada pimpinan DPRD. 
1
 

                                                             
1
Erlangga, Erwin. “Struktur Organisasi dan Tata Kelengkapan DPRD Kota Banjarmasin | 

Tulisan dan Ocehan (blog), http//tulisan & ocehan.blogspot.com 16 Februari 2014.  
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B. Penyajian Data 

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada aggota fraksi partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD Kota Banjarmasin, ada 9 fraksi yang menempati 

kursi tersebut maka di peroleh hasil wawancara mengenai kontribusi partai politik 

dalam otonomi daerah di Kota Banjarmasin, sebagai berikut : 

a. Fraksi PPP 

Nama   : Drs. Johansyah 

Jabatan  : Anggota DPRD PPP kota Banjarmasin komisi IV 

Menurut beliau didalam partai PPP ada lima anggota yang duduk di 

anggota dewan, dan setiap anggota menempati komisinya masing-masing, ada di 

komisi I, komisi II, komisi III, dan komisi IV dan beliau mengatakan saya ada di 

komisi IV dalam bidang kesra dan keagamaan yaitu peranya : 

1. Membuat peraturan daerah 

Yaitu mengena kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat, kemudian 

peraturan daerah tidak memberatkan masyarakat, seperti peraturan daerah tentang 

biaya retribusi parkir, ada parkir progresif duta mall, itu kan per-jam beda bahkan 

mahal disana,  tapi yang dipasar-pasar biasa, itu kita batasi untuk sepeda motor, 

dulukan Rp.1000 nah untuk menaikkan menjadi Rp.2000 itu membutuhkan waktu 

tiga tahun baru bisa dinaikkan. Tiga tahun itu diperjuangkan agar supaya tidak 

naik, memang kalau naik itu ada penghasilan asli daerah kan?. Akan berimbas 

kepada besarnya anggaran APBD, tapi kita pertimbangkan demi masyarakat 
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meskipun Rp.2000 Bayangkan saja kalau tiga kali parkir sudah berapa? Rp.6000 

kan kalau penghasilan dia cuma Rp.2000.000 sebulan terus anaknya tiga berapa?. 

Nah kalau orang kaya tidak masalah, nah kalau mobil menjadi Rp.3000 supaya 

menjadi Rp.4000 itu bertahun-tahun juga, itu pula perjuangan kita. Jadi itu bukan 

mencari penghasilan daerah dan pajak daerah itu semau-maunya pemerintah itu, 

kita akan batasi. 

Beliau juga menjelaskan, ada juga daerah-daerah tertentu yang harus kita 

naikkan tetapi mereka tidak mau, umpanya dari parkir ini kami melihat tidak 

tertangani, maka kami mengusulkan, kalau anggaran parkir itu satu tahun 

Rp.1000.000.000 kita usulkan Rp.2000.000.000, tapi kenaikannya bukan 

memberatkan masyarakat, tetapi ada parkir-parkir tertentu yang di manfaatkan 

oknum, itu maksudnya diambil. Seperti pasar antasari itu tidak sepenuhnya di 

tangani pemerintah karna itu masih sengketa, akibat kong-kali-kong cara 

pembangunannya, makanya ada yang ditangkap jaksa. Nah seandainya itu penuh 

ditangani pemerintah, dipasar antasari itu bisa Rp.3000-Rp.4000 bahkan kalau 

malam Minggu itu bisa lebih mencapai itu dengan alasan parkir penuh, nah itu 

bisa ditindak. Beliau mengatakan dalam wawancara bagaimana kontribusi partai 

Politik PPP. 

2. Memperjuangkan Guru Honorer 

Gaji honorer itukan hampir pas-pasan, kemarin beberapa waktu yang lalu ada 

laporan masuk hampir seluruh perwakilan 83 orang perwakilan dari honorer K2 

namanya, mereka sudah mehonorer selama puluhan tahun tidak dianggap pegawai 

negeri, karena umurnya lebih dari 40 tahun. Mereka meminta kebijakan, kalau 
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masa SBY itu kan ada di angkat, nah kalau ini tidak ada kebijakan, dan demo ke 

istana. Dan tidak bisa di hiraukan juga dengan perundang-undangan yang ada, 

batas CPNS itukan 35 tahun, kita memperjuangkan di sana paling tidak honornya 

sekarang di naikkan sesuai dengan upah minimum regional UMR, kita usulkan Rp 

600.000, disitu nanti terserah pemerintah kota melihat kemampuan APBD. 

3. Mesjid dan langgar/musholla 

Itu ada dianggarkan termasuk guru TK al-quran juga kita perjuangkan, dulu 

yang masuk seribu sekarang yang masuk dua ribuan guru TK al-quran baik itu   

badan komunikasi pemuda indonesia dan LPTQ, tiga tahun yang lalu LPTQ tidak 

bisa masuk sekarang di masukkan, masa di Bapak H. Muhidin kemarin dari 

anggaran Bapak Wahyudin itu sekitar Rp.2.000.000.000 sekarang sampai naik 

lagi dari Rp.75.000 sekarang Rp.300.000 sekarang Rp.7.5000.000.000 itulah 

perjuangan kita. Khusus komisi IV. Kalau komisi tiga itu khusus pembangunan 

jalan kemudian titian, jembatan. Kita perjuangkan asal masyarakat ada 

memasukkan Proposal Permohonan. 

Kemudian juga komisi I masalah perpajakan, pajak tempat hiburan dan lain 

sebagainnya, kemudian komisi II masalah PDAM, masalah capilnya, jadi itulah 

perjuangan kita di empat komis ini ada perwakilan partai kita di sana. Di 2010 

kita juga memperjuangkan daerah wajib baca tulis al-qurann bagi anak SD, SMP, 

SMA, dan berimbas kepada munculnya gerakan ulama-ulama itu dengan rumah 

tahfiz, hasilnya yang 10 juz belagu di ASEAN No.1 Robiannuar orang kelayan, 

nah itu imbasnya untuk keagamaan. Dan kita akan menggarap yang akan datang 

ini guru-guru ngaji di rumah di usahakan dapat insentif untuk transpotnya, 
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kemudian Imam dan kaum Masjid itu diusahakan mendapat insentif, itu masih 

usulan tapi tetap kita usahakan walau kemampuan daerah belum tercapai. 

Kendala-kendala dalam memberikan kontribusi ketika kita dalam pembahasan 

ada peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan pusat, sepertihalnya 

peraturan daerah tentang pencegahan beredarnya minuman keras, ternyata di pusat 

itu melegalkan, kita hanya bisa membatasi saja, seperti hotel-hotel berbintang. 

Jangan umum jika umum bisa di tangkap, walau di tangkap itu hanya 

mendapatkan sangsi pidana ringan tiga bulan penjara dan mana ada yang di 

penjara, denda seringan-ringannya Rp.50.000. mereka tinggal bayar denda, dan ini 

pusat yang mengaturnya. Sebernya daerah itu berhak mengatur daerahnya tetapi 

pusat yang mempunyai undang-undang itu, kita pernah melarang minuman keras 

itu tidak beredar namun tidak jalan karena usat menolak. Kita konsultasi kepusat 

ternya Pusat melegalkan, tergantung Mentri perdagangannya masalah minuman 

keras.
2
 

 

 

 

 

 

                                                             
2
Drs. Johansyah, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Fraksi PPP, wawancara pribadi 10 

Desember 2018, jam 09:01-09:47 Wita, di ruang komisi IV DPRD Kota Banjarmasin. 
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b. Fraksi PKS 

Nama  : Mathari S.Ag. MI. kom 

Jabatan : Wakil DPRD PKS kota Banjarmasin 

Beliau mengatakan jelas partai politik memberikan kontribusi terhadap 

otonomi daerah bahkan seluruh partai politik. Diantaranya kontribusi yang telah 

di kontribusikan oleh PKS adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan Daerah di Bulan Ramadhan 

Bagaimana peran PKS dalam menertibkan orang-orang yang tidak berpuasa 

sehingga perlu diatur. Tidak boleh mereka makan minum di tempat umum, dan 

keinginan keingan itu dijadikan peraturan daerah yang kita usulkan, itu artinya 

kontribusi terhadap daerah. 

2. Minuman beralkohol 

Beliau mengatakan larangan minuman beralkohol sudah menjadi peraturan 

daerah no 10 tahun 2017. Kami menginginkan benar-benar diatur berkaitan 

dengan minuman beralkohol di Kota Banjarmasin. Itukan sudah di sahkan dan 

sudah disosialisasikan disetiap wilayah kecamatan. dan ketika sudah disahkan 

menjadi praturan daerah maka yang menjalankannya adalah pemerintah, kita 

hanya mengawasinya saja. Untuk pansus peratuaran daerah ini adalalah saya 

sendiri kata Beliau. 

Untuk mengawal draft perundang-undangan kami berkolaborasi dengan 

berbagai pihak agar berjalan dengan baik, di situ kita bekerja sama dengan 

pengadilan tunggi, kejaksaan, kepolisian, kemudian bahkan ada Babin kamtibnas 



36 

 

dan semacamnya, sudah sampai kelurahan, kedesa-desa sudah kita lakukan, 

bahkan kita punya yang namanya PPNS, itulah yang menindak selanjutnya. 

Untuk peraturan daerah sendiri kita tidak bisa merealisasikan sendiri, yang 

harus masuk kemekanisme yang namaya pansus. Pansus itu dibentuk dari 

perwakilan masing-masing dari partai atau masing-masing komisi dan yang 

memutuskan dari masing-masing partai yang ada. Tidak ada suatu partai yang bisa 

membuat peraturan sendiri disitu kita kesepakan bersama. 

Kendala-kendala dalam memberikan kontribusi kata beliau setiap peraturan 

yang dibikin tentu ada kendala yang menyertai, seperti hal nya miras tidak hanya 

partai, anggota DPRD, pemerintah yang membahasnya tapi kita melibatkan, 

katakanlah saya pernah membahasnya dengan dekan Dakwah UIN Antasari, 

datang ke MUI, datang ke MUHAMMMADIAH, ke NU, dalam rangka menjaring 

aspirasi tokoh-tokoh agama dan ormas Islam dalam menjalankan ini. Kendala saat 

ini apakah suatu praturan yang kita buat atau yang sudah disahkan apakah akan 

berjalan  apa tidak, apakah di dukung dengan kinerja aparat tidak dalam hal ini, 

kendala ini dapat tidak kita rasakan seharusnya kita kerjakan bersama-sama dalam 

mengakkan itu.
3
 

PKS juga memberikan bukti arsip konteribusinya terhadap otonomi daerah di 

Kota Banjarmasin sebagai berikut : 

1. PKS Kota Banjarmasin sebagai bagian dari kepengurusan PKS pusat di 

tingkat Kabupaten/ Kota turut serta dan berperan aktif dalam mensukseskan 

perhelatan pemilu Legislatif sebagai perwujudan amanat undang-undang 

                                                             
3
Mathari S.Ag. Mi. Kom. Wakil DPRD fraksi PKS kota Banjarmasin, wawancara pribadi, 10 

Desember 2018, jam 11:23-12:01 wita. Bertempat kantor komisi IV DPRD kota Banjarmasin. 
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pemilu dan pemerataan desentralisasi/otonomi daerah dengan mengajukan 

calon anggota parlemen (DPRD Kota) dalam pemilu tahun 1999, 2004, 

2009, 2014 dan 2019 nanti. Dalam mensukseskan tatanan berbangsa dan 

bernegara di tingkat Kota Banjarmasin melalui kadernya dalam peran 

legislatif. 

2. PKS Kota Banjarmasin sebagai kepengurusan partai di tingkat Kabupaten/ 

Kota turut serta dan berperan aktif dalam mensukseskan perhelatan 

pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung untuk memilih walikota dan 

wakil walikota sebagai kepala pemerintahan di tingkat daerah yang juga 

berperan sebagai leader dalam mewujudkan otonomi daerah dan 

pembangunan daerah. Mengajukan kadernya sebagai calon pada pilkada 

2015, 2010, 2015 dan berhasil menempatkan kader pada posisi Eksekutif 

sebagai wakil walikota Banjarmasin pada periode 2005-2010 (Drs. H. Alwi 

Sahlan, M.Si) dan Walikota Banjarmasin pada periode 2016-2021 (H. Ibnu 

Sina, S.Pi, M.Si). 

3. Melalui peran kadernya sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin turut 

serta dan berperan aktif dalam mensuport terlaksananya otonomi daerah 

memalui fungsi Budgeting (Pembahasan anggaran untuk pembangunan), 

mendorong peningkatan pendapatan asli daerah sebagai wujud kemandirian 

daerah, fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran pemerintahan, fungsi 

legislasi dengan turut membahas perda sebagai peraturan yang mendukung 

terlaksananya pemerintahan serta turut mengajukan raperda inisiatif 

(sebagai contoh tahun 2018 ini dengan perda ketahanan keluarga dan perda 



38 

 

larangan minuman beralkohol, dll). Serta menjalankan fungsi aspirasi 

dengan turut menyerap aspirasi dari masyarakat. 

4. PKS Kota Banjarmasin tidak hanya sebagai struktur partai politik saja, 

namun juga turut berperan di masyarakat dengan berbagai kegiatan seperti 

sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat, pelatihan-pelatihan, peran 

dakwah keagamaan, layanan sosial, serta kiprah kemasyarakatan lainnya 

dari struktur langsung, pengurus dan kadernya lain dengan berbagai latar 

belakang, berbaur, berperan serta di lingkungan masyarakat. 

5. PKS Kota Banjarmasin, bersama partai politik yang lain dan berbagai stake 

holder serta pemangku kepentingan lainnya di Kota Banjarmasin turut serta 

berkoordinasi dan bekerjasama dalam mewujudkan suasana yang kondusif 

dan aman bagi keberlangsungan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota 

Banjarmasin.
4
 

c. Fraksi PAN 

Nama  : H. Abdul Muiz 

Jabatan  : Anggota DPRD PAN Kota Banjarmasin 

Beliau mengatakan dalam wawancara peribadi di ruang komisi III DPRD Kota 

Banjarmasin sebagai berikut : 

Kita sebagai anggota dewan ini selalu mengontrol pekerjaan-pekerjaan 

pemerintah yang telah di anggarkan pada tiap tahun. Mungkin kamu pernah  

                                                             
4
Mathari S.Ag. Mi. Kom. Peran Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Kota Banjarmasin Sebagai 

Partai Politik Di Tingkat Kota Banjarmasin  Dalam Mendukung Upaya Mewujudkan Otonomi 

Daerah (sekretariat fraksi PKS DPRD Kota Banjarmasin, 2018). 
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nonton saya di Banjar tv berbicara, kontribusi kita selalu mengontrol kelapangan 

untuk melihat pekerjaan-pekerjaan pemerintah baik yang sudah maupun yang 

belum, jadi kita kembangkan layar terbuka pada Banjar tv supaya masyarakat 

melihat, itulah tugas kita sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi 

PAN. 

Beliau juga mengatakan fungsi DPRD dari fraksi PAN kota Banjarmasin itu 

ada tiga : 

1. Membuat peraturan daerah 

2. Masalah anggaran 

3. Pengawasan 

Itulah kontribusi kita sebagai anggota dewan dari fraksi PAN di Kota 

Banjarmasin ini, dan kita langsung turun kemasyarakat. Fungsi kita adalah 

sebagai mengontrol juga pengawasan itulah yang kita pakai, jadi kita selalu 

kelapangan untuk melihat pembangunan pemerintah yang telah dianggarkan 

pertahun itu, maupun juga yang belum di kerjakan. Dan kontribusi kita terhadap 

masyarakat agar kita dapat membantu masyarakat dalam pembangunan ini merata. 

Bukan hanya di Kota namun sampai kepelosok desa yang paling ujung yang 

bertempat di Kota Banjarmasin Ini, karena Kota Banjarmasin ini tidak terlalu luas 

hanya 98 km. Jadi untuk membina itu gampang karena wilayah yang tidak terlalu 

luas. Dan kita mengharapkan juga pada masyarakat-masyarakat itu ekonominya 

lebih bagus, karena pembangunan jalan dan Inprasetrukturnya bagus otomatis 

semuanya bagus. 
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Beliau juga mengatakan untuk draft perundang-undangan itu dari pusat kalau 

dari kita itu namanya perda, untuk pembuatan perda sendiri belum ada saat ini 

dari partai PAN namun dari pemerintah Kota untuk membuat peraturan daerah 

dan juga ada inisiatif dari pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi kita hanya 

mengusulkan saja. Namun untuk itu di masukkan dalam inisiatif peraturan daerah 

inisiatif dewan. 

Untuk mengawal pembuatan draft perda itu beliau mengatakan kita langsung 

terjun kelapangan, melihat pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang ada di lapangan 

yang sudah dianggarkan pada tahun-tahun yang telah di tentukan, misalnya pada 

tahun 2018 inikan akhir, kita tetap mengontrol kelapangan khususnya untuk fraksi 

PAN. Dan juga jika ada peroduk perundang-undangan yang bertentangan dengan 

fraksi lain maka tetap kita pertahankan demi kebaikan masyarakat, yaitu dengan 

berkompromi. 

Didalam wawancara tersebut beliau pula mengatakan tidak ada kendala-

kendala selagi kita mau turun kelapangan untuk mengontrol jalannya 

kepemerintahan. Jadi kita harus langsung turun kelapangan, selama kita turun 

kelapangan tidak ada kendala yang kita dapati. Dan untuk pengarsiapan data itu 

usulan-usulan untuk pembentukan Perda maupun usulan yang lain itu kita 

bicarakan langsung, jadi tidak ada pengarsipan, walaupun ada, jarang. Kata beliau 

dalam sebuah wawancara di ruang komisi III DPRD Kota Banjarmasin.
5
 

 

                                                             
5
H. Abdul Muiz, Anggota DPRD kota Banjarmasin fraksi PAN, wawancara pribadi di ruang 

Komisi III kantor DPRD Kota Banjarmasin, 10 Desember 2018, jam 02:21-03:29 Wita. 
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d. Fraksi Golongan Karya (Golkar) 

Nama  : Matrnor Ali 

Jabatan : Anggota DPRD Fraksi Golkar Kota Banjarmasin 

Di dalam wawancara beliau mengungkapkan kontribusi partai politik Golkar 

dalam otonomi daerah di Kota Banjarmasin sebagai berikut : 

Beliau mengatakan kontribusi partai Golkar memberikan Kontribusi terhadap 

otonomi daerah, otonomi daerah itu adalah kewenangan pemerintah daerah untuk 

mengatur, membangun, mengelola menjalankan sebagai penyelenggara 

pemerintah daerah, itu kepala daerah. Kemudian DPRD dengan undang-undang 

no 23 tahun 2014 kepala daerah dengan DPRD setara sebagai penyelenggara 

pemerintah daerah, sama dan setara dengan kepala daerah sebagai penyelenggara 

negara. Berbeda dengan UU 32 tahun 2014 kepala daerah itu sebagai 

penyelenggara pemerintah daerah tetapi DPRD bagian dari pada penyelenggaraan  

pemerintahan daerah, itu bedanya. 

Dalam tugas pembatuan penyelenggaraan otonomi daerah fraksi Golkar banyak 

memberikan kontribusi terutama dalam hal pembuatan peraturan daerah dimana 

mempertimbangkan bahwa muatan lokal yang ada di daerah  yang tidak diatur 

dalam undang-undang  apalagi yang sudah diatur oleh undang-undang itu fraksi 

Golkar lebih banyak untuk berkecimpung dalam pembuatan peraturan daerah 

salah satunya, di tahun 2010 pernah menjadi ketua badan legislasi, 2014 juga 

pernah, kemudian juga tahun 2018 juga sebagai wakil ketua badan pembuatan 

peraturan daerah. Artinya banyak memberikan kontribusi untuk membangun 
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kepemerintahan daerahan itu melewati membuat aturan-aturan, aturan-aturan itu 

ada  tiga dimensi yang harus di ketahuai : 

1. Memberikan Kontribusi menguntungkan kepada masyarakat 

2. Memberikan keuntukan kepada daerah, dan 

3. Bisa memberikan keuntungan dalam arti untuk masyarakat umum sosial 

Artinya meningkatkan PAD dan sebagainya bagian dari kontribusi itu yang 

harus kita buat peraturan daerah. Tapi salah satu kiprah terbesar partai Golkar 

dalam memberikan kontribusi terhadap daerah sumbangsih dalam rangka otonomi 

daerah. 

Beliau juga menerangkan partai Golkar juga turut memberikan draft 

perundang-undangan contohnya sebagai berikut : 

1. Kota Banjarmasin dikatakan Kota yang relijius kita berfikiran membuat 

drafting membuat pemikiran rancangan peratuaran daerah, membuat baca 

tulis al-quran. 

2. Ada juga yang berdampak sosial  sekarang ini yang gencar-gencarnya  kita 

memerangi narkoba, berati pemikiran kita harus bagaimana tidak merusak 

generasi muda lebih jauh walaupun ada undang-undang narkoba, kita 

buatkan raperdanya  supaya juga bisa menimalisir lapas itu supaya 

penggunaan narkoba itu jangan terlalu jauh, nah ini kita buatkan perdanya. 

3.  Juga ada perda yang kita buat tentang penjualan minuman beralkohol, dari 

tahun 2012 sudah kita bikin, dulu banyak yang mabuk di di pinggir jalan 

sehingga terjadi pemalakan sehingga setelah kita buat tidak ada lagi yang 

minum di muka gang, kemudian lagi pemalak-pelak itu sudah berkurang. 
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Beliau juga mengatakan bahwa kami terlibat yang membuat para pemikir-

pemikir membuat drafting dan sesungguhnya kita bekerjasama juga dengan fraksi 

PPP juga, dalam hal ini dengan ULM  juga, bagian LBH ULM bagaimana proses 

hukum, kami kerjasamakan bersama-sama kami bahas. 

Dalam wawancara juga beliau mengatakan bagaimana mengawal drafting itu 

sampai jadi sebuah perda, caranya kita harus mempunyai naskah akademik, 

berarti ada dari lembaga yang membuat uji akademisnya dan naskah akademiknya 

sama-sama dengan drafting tadi, itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisah 

karena rohnya dari drafting ini adalah naskah akademik. Naskah akademik itu 

menyurpe kondisi perda ini ketika di terapkan kemudian lagi misalnya kita buat 

sudah ada kajian-kajiannya dalam naskah akademik. 

Untuk mengawal itu, itu harus selesai di dalam satu tahun anggaran maka tugas 

dari bapamperda itu, menyeselesaikan, mengawasi, mengawal drafting perda itu 

menjadi raperda itu sampai menjadi perda, itu yang di kawal terus maka setelah 

drafting telah selesai, naskah akademik selesai dan lagi sebelum diajukan DPR 

diparipurnakan menjadi raperda itu harus diuji publik, dalam uji publik kita 

mengundang sikolder, pemangku kepentingan, tohoh masyarakat, tokoh pemuda, 

lalu kita bedah. Begitu telah selesai masukan-masukan kita catat dalam 

pembentukan perda, Pansus masukan-masukan itu bisa dibahas perda itu menjadi 

rancangan peraturan daerah bersama pemerintah daerah, nah ini beberapa peroses 

pengawalan terus. Artinya mengawalan itu harus masuk dalam program 

pembuatan peraturan daerah, kalau tidak masuk dalam pembuatan peraturan 
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daerah maka tidak bisa dikawal karena tidak masuk di dalam perogram, jadi harus 

masuk dalam program dulu itulah teknisnya. 

Beliau juga mengatakan di dalam wawancara, di dalam DPR tidak ada kendala, 

namun yang menjadi kendala  hanya cuma waktu sesungguhnya, waktu dalam 

pembuatan peraturan daerah itu, tidak hanya itu saja yang di kerjakan oleh 

Anggota DPR namun juga ada agenda-agenda lain mungkin dalam arti, misalnya 

di dalam setahun ini ada misalnya ada dua perda ternyata  ada yang tidak ter 

akomudir misalnya empat, karena yang empat ini di bulan Desember di buat di 

bulan Oktober tidak bisa lagi melakukan pembahasan perda kami harus 

menyelesaikan perda-perda yang sudah di sahkan. Artinya dari empat bulan ini 

sampai kebulan Desember ini harus penyelesaian perda, kenapa PP no 12 tahun 

2018 bahwa perda itu harus di selesaikan satu tahun maksimal satu tahun 

anggaran, jika sampe 2019 maka bertentangan dengan PP no 12 tahun 2018 tadi. 

Mungkin disitu waktu yang terbentur tapi tidak mengurangi komunitas pembuatan 

perda itu, kalau tidak selesai empat misalnya kita masukkan dalam tahun 

berikutnya. Ini menjadi prioritas artinya tertutupi saja sebenarnya, artinya tugas-

tugas dewan itu terselesaikan.
6
 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Matnor Ali, Anggota DPRD Fraksi Golkar Kota Banjarmasin, Wawancara pribadi, 11 

Desember 2018,  jam 10:23-11:33 Wita. 
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e. Fraksi Garindra dan Fraksi PBB 

Nama  : Romi SH.i 

Jabatan  : Staf Ahli DPRD Fraksi Garindra dan Fraksi PBB 

Fraksi Grindra dan fraksi PBB menjadi satu kantor DPRD karena kurang 

mencapai kursi anggota di dewan, dari jumlah kursi yang di tentukan. 

Didalam wawancara beliau mengungkapkan kontribusi partai politik Garindra 

dan PBB menjadi satu dalam mengusulkan dan memberikan pendapat atau yang 

serupa dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka menjadi anggota dewan. 

beliau juga mengungkapkan apa sumbangsih kedua partai tersebut antaralain 

sebagai berikut : 

Dalam pengesahan peraturan daerah apa yang sudah kita perjuangkan tentu kita 

perjuangkan peraturan itu sampai disahkan, dan juga tidak ada memunculkan ego 

pribadi diri sendiri karena sistemnya kolektif, dan ketika kita turun kelapangan itu 

ada namanya reses yaitu jemput aspirasi, masyarakat bisa mengusulkan apa yang 

ingin di usulkan oleh masyarakat, misalkan ingin memperbaiki jalan atau ada 

permasalahan lain yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Itu untuk ketika 

kita langsung terjun kelapangan. 

Dan beliau juga mengatakan untuk perda yang sudah kita usulkan yang sudah 

di paripurnakan itu menjadi satu kesatuan di dalam peraturan-peraturan yang lain, 

nanti bisa minta di ruang perundang-undangan ungkap beliau dalam wawancara. 
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Untuk mengawal draft perundang-undangan beliau mengatakan, kita melihat 

kelapangan setatus kontroling itu kalau ada yang melenceng dari itu bisa kita 

adakan rapat khusus namanaya, tapi selama ini Alhamdulillah belum ada yang 

melenceng dari apa yang sudah kita kawal dalam pelaksanaan perda yang sudah 

dijalankan. 

Didalam pelaksanaan otonomi daerah yang kami laksanakan belum ada 

kendala-kendala yang serius kita temui, berjalan sesuai target karena kita langsung 

bergerak kelapangan. Untuk kendala yang tidak terselesaikan ada dikarenakan 

waktu, sekitar ada tiga perda yang tidak terselesaikan di tahun 2018 ini, itu di 

karenakan waktu. Dan juga karena kita mengerjakan PR yang 2017 otomatis 

masuk ke 2018.
7
 

Dari 9 fraksi yang duduk dianggota DPRD penulis dapat mewawancarai 6 

fraksi partai politik diantaranya, dan ada partai politik yang bergabung menjadi 

satu seperti fraksi Garindra dan PBB. 

C. Analisa Data 

Data hasil  raperda tahun 2017-2018 yang sudah di usulkan oleh  partai politik 

melalui anggota yang menempati kursi DPRD Kota Banjarmasin  yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

                                                             
7
Romi S.Hi, Staf Ahli Fraksi Garindra dan Fraksi PBB DPRD Kota Banjarmasin, Wawancara 

pribadi, 17 Desember 2018, Jam 09:22-09:55 Wita. 
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Tabel 2.3 RAPERDA 2018 TAHAP PEMBAHASAN 

No                      Perda     Ketua/Wakil Ketua    Keterangan 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

Tata cara pembahasan lahan 

Bidang peternakan, kesehatan 

Hewan dan kesehatan kerja 

ternak 

Perlindungan pengolahan 

lingkungan hidup 

Aliansyah 

Zainal Hakim  

 

 

Elly Rahman 

 

Pembahasan  

Fialisasi 

 

 

Pembahasan 

 

Sumber: Ruang perundang-undangan DPRD Kota Banjarmasin 

Tabel 2.4 RAPERDA TAHUN 2018 MASIH DALAM TAHAP FASILITASI 

No Perda Ketua/Wakil Ketua Keterangan 

1. 

 

 

 

2 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

Pencegahan terhadap penyalah 

gunaan dan peredaran gelap 

Narkoba, Psikotropika dan Zat 

Adiktif lainnya 

Perubahan atas Perda Kota 

Banjarmasin No 23 tahun 2010 

tentang penyelenggaraan LKRT 

dan LKRW 

Penyelenggaraan jaminan   

Kesehatan bagi Masyarakat 

Rencana pencegahan dan 

peningkatan kualitas peruamahan 

Kumuh dan Pemukiman kumuh 

Penyelenggaraan Pergudangan 

Retribusi tempat Rekreasi dan 

Olahraga 

Perubahan atas Perda Kota 

Banjarmasin No 16 tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah 

Asmat  

 

 

 

Arman Arfiansyah 

 

 

 

M. Faisal Hariadi 

 

Mathari S.Ag 

 

 

H. Abdul Muis 

Hairun Nisa 

 

Hj. Jumiati, SH 

FASILITASI 

 

 

 

FASILITASI 

 

 

 

FASILITASI 

 

FASILITASI 

 

 

FASILITASI 

FASILITASI 

 

FASILITASI 

Sumber: Ruang perundang-undangan DPRD Kota Banjarmasin 
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Tabel 2.5 RAPERDA TAHUN 2017-2018 YANG SUDAH DI 

PARIPURNAKAN 

No Perda  Ketua /Wakil 

Ketua 

Keterangan  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

Tanda daftar usaha Pariwisata (TDUP) 

Perubahan atas PERDA Kota 

Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Pelayanan Tera 

Ulang 

Penyelenggaraan izin gangguan (Ho) 

 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

 

Perubahan atas PERDA Kota No 21 

tahun 2010 tentang pajak penerangan 

Jalan umum 

Perubahan atas PERDA Kota  no 5 

tahun 2012 tentang retribusi  

pengendalian Menara. 

Penyertaan Modal Bank Kalsel 

 

 

Penyertaan Modal PDAM 

Bandarmasih 

 

Pembangunan ketahanan Keluarga 

 

 

Hak keuangan dan administratif 

pimpinan dan Anggota DPRD 

Urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kota 

Banjarmasin. 

Penyelenggaraan Pendidikansri  

 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin no 23 tahun 2011  

tentang peraturan mendirikan menara 

Telekomusikasi 

Izin usaha pusat kebugaran  

Perubahan RPJM 

Pengelolaan barang milik Daerah 

Perlindungan dan penempatan Tenaga 

Kerja Lokal 

Aliansyah  

H. A Rudiani, SE 

Noorlaifa SE 

Drs. Johansyah 

 

Bambang Yanto 

Purmono,SE 

Mathari S.Ag 

Matnor Ali F, SE 

M Isnaini, SE MM 

H.M Yamin HR 

Zainal Hakim, ST 

Aman Fahriansyah 

Aliansyah SE 

 

M. Isnani, SE 

H. Taufik Husin, S. 

Sos 

Andi Efendi S.Pd 

MM 

Bambang Yanto 

Pernomo, SE 

Sri Nurnainingsih 

SE MM 

Aman Fahriansyah 

Bambang Yanto 

Pernomo, SE 

 

Sri Nurnainingsih, 

SE, MM 

Elly Rahman 

 

 

 

Darma Sri 

Harmadani 

Matnor Ali, SE 

Achmat Maulana 

Mursyid S.Pd 

Paripurna  

 

Paripurna 

 

 

Paripurna 

 

Paripurna  

 

Paripurna  

 

 

Paripurna  

 

 

Paripurna  

 

 

Paripurna  

 

Paripurna  

 

 

Paripurna  

 

Paripurna 

 

 

Paripurna  

 

Paripurna  

 

 

 

Paripurna  

Paripurna  

Paripurna  

Paripurna  

Sumber : Ruang perundang-undangan DPRD Kota Banjarmasin 
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Dari uraian data  yang di peroleh di atas, dapat di Analisa secara langsung 

bahwa partai politik memberikan Kontribusinya terhadap otonomi daerah di Kota 

Banjarmasin. Setiap partai politik mempunyai Kontribusinya tersendiri untuk 

membantu pembangunan daerah, meyerap aspirasi rakyat dan langsung terjun 

kelapangan guna meninjau hasil peraturan-peraturan yang telah dibuat dan 

diterapkan oleh pemerintah. 

Namun dari semua yang telah diperjuangkan oleh perwakilan partai tersebut, 

ada yang mempunyai kendala-kendala dalam penerapannya dalam membantu 

otonomi daerah, kendala-kendala ini membuat lambatnya peroses penerapan 

pembagunan serta penerapan perda yang telah diperjuangkan oleh anggota DPRD 

di dalam kepemerintahan. Dan ada pula dalam penerapannya proses penyerapan 

aspirasi, penerapan perda serta usulan-usulan yang telah di perjuangkan sebagian 

dari anggota partai tersebut tidak mendapatkan kendala-kendala yang serius, 

karena dalam penerapan yang mereka lakukan yaitu dengan mengawasi jalannya 

semua peraturan-peraturan yang telah di sahkan dan di jalankan oleh pemeritah 

kota dalam pembagunan dan kesejahteraan rakyat. 

Dalam hal ini penulis menyajikan apa yang telah di teliti langsung 

keperwakilan partai yang menjadi jembatan utama dalam memberikan kontribusi 

mereka terhadap otonomi daerah di Kota Banjarmasin, penulis berharap dengan 

adanya penelitian ini menjadi wawasan baru bagi kalangan masyarakat maupun 

mahasiswa untuk nantinya bisa mengkaji dan menelaah lagi lebih dalam tentang 

jalannya kepemerintahan.  

 




